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A dalah sangat penting untuk dipa-
hami bahwa polemik mengenai
status keistimewaan Yogyakarta
harus segera diselesaikan. Ini

bukan hanya masalah penghormatan ter-
hadap jasa-jasa keluarga besar kesultanan
dalam kemerdekaan republik yang kita
cintai. Bukan pula hanya sekadar masalah
apakah sistem monarki masih relevan untuk
dipertahankan atau tidak dalam sebuah era
demokrasi seperti sekarang ini. Dari sudut
pandang ekonomi, yang terlebih penting
adalah bagaimana kita sebagai bangsa
dapat memegang teguh sebuah kontrak
sosial atau kontrak kelembagaan.

Status Yogyakarta sebagai daerah istime-
wa yang setingkat dengan provinsi adalah
sebuah kontrak kelembagaan yang meru-
pakan salah satu pilar terpenting dalam
pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia di samping tentunya UUD 1945
dan Pancasila.  Karena itu, harap berhati-
hati ketika kita hendak mengutik-utik salah
satu pilar kenegaraan tersebut.

Oleh Iman Sugema

Kontrak
Keistimewaan
Yogyakarta

analisis

KEBUTUHAN MINYAK MENTAH

1,2 juta barel per hari

PRODUKSI
900 ribu barel
per hari
    
EKSPOR
300 ribu barel
per hari

IMPOR 
600 ribu barel
per hari

Panjang Jalan di Indonesia (kilometer) Mobil Pribadi (Unit) Mobil Pribadi dan Bus di Jakarta (unit)

Produksi dan Impor Minyak Mentah Indonesia

        Jenis Jalan
Tahun Negara Provinsi Kab/Kota Jumlah

2004  34.628 40.125 298.175 372.929
2005  34.628 40.125 316.255 391.009
2006  34.628 40.125 319.041 393.794
2007  34.628 40.125 346.782 421.535
2008  34.628 40.125 363.006 437.759

Sumber: BPS

Su
m

b
er: BPS

2008
2007

2006
2005

2004

4.464.281 5.494.034 6.615.104

8.864.961 9.859.926 TAHUN MOBIL PRIBADI  BUS

2004 1.645.306 316.396

2005 1.766.801 316.502

2006 1.835.653 317.050

2007 1.916.469 318.332

2008 2.034.943 308.528

Estimasi Kerugian Akibat Kemacetan di Jakarta

Kerugian Rp 65 triliun
per tahun
yang terdiri dari

Kerugian biaya
operasional kendaraan
Rp 28,1 triliun

Kerugian nilai
waktu perjalanan
Rp 36,9 triliun

Sumber: Data diolah dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Bappenas

Sumber: BPS Jakarta

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Shally Pristine, 
Fitriyan Zamzami

Distribusi subsidi BBM
harus diatur secara jelas.

JAKARTA — Pemerintah mesti serius
membenahi transportasi umum, baik
dari sisi kualitas maupun kuantitas, jika
ingin membatasi penggunaan bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejauh
ini, pemerintah dipandang tidak mem-
punyai konsep yang jelas mengenai pem-
benahan sektor transportasi meski harga
BBM sudah berkali-kali dinaikkan.

Guru Besar Universitas Indonesia di
Bi dang Transportasi, Sutanto Soehodho,
mengatakan, jika memang pemerintah
berniat membatasi penggunaan kenda -
raan pribadi, pemerintah harus betul-
betul menyiapkan semua programnya
secara lengkap. “Misalnya, kesiapan
angkutan umum yang lebih baik,”
ujarnya kepada Republika, Ahad (12/12).

Pembatasan pemakaian BBM bersub-
sidi yang pada akhirnya memberatkan
pengguna kendaraan pribadi ini, kata
Sutanto, harus dibarengi oleh pembe-
nah an konkret transportasi umum seca -
ra besar-besaran. Hanya saja, tegas dia,
hal itu belum dilakukan oleh pemerin-
tah pusat.

Sutanto melanjutkan, pemerintah
belum memberi tahu tujuan penggunaan
penghematan subsidi BBM itu. “Kalau
subsidi yang dikurangi tadi secara trans -
paran menjadi program pemerintah
pusat untuk dijadikan bagian dari per-
baikan angkutan umum, saya kira itu
lebih adil,” tambahnya.

Direktur Institut Studi Transportasi
(Instran), Darmaningtyas, menginginkan
agar pembatasan pemakaian BBM ber -

subsidi ini bisa bermanfaat bagi masya -
rakat luas. Karena itu, dia pun meminta
agar dana hasil penghematan subsidi
BBM itu bisa digunakan untuk perbaik -
an transportasi umum sehingga lebih
aman, nyaman, dan terjangkau.

Menurut Darmaningtyas, pada 2010,
jumlah subsidi di sektor energi lebih dari
Rp 140 triliun. Jika sepertiga dari sub -
sidi itu dialihkan untuk peningkatan la -
yanan transportasi umum, kesehatan,
atau pendidikan, pemerintah bisa mem-
perbaiki kualitas sarana transportasi di
seluruh Indonesia secara signifikan. 

“Bila angkutan publik, baik di dalam

ko ta, antarkota, maupun antarpulau,
kua litasnya bagus, masyarakat dapat
di didik untuk meninggalkan kendaraan
pribadi,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator
Perekonomian, Hatta Rajasa, menyata -
kan, pembatasan pemakaian BBM ber -
subsidi diperlukan untuk mengerem
pembengkakan subsidi yang digelon-
torkan pemerintah. Melalui program ini,
dia menghitung, penghematan yang bisa
dikantongi mencapai Rp 28 triliun.

DPR terpecah
Komisi VII DPR hari ini direncana kan

menggelar rapat koordinasi dengan
Menko Perekonomian, Menteri Keuang -
an, dan Menteri ESDM untuk mema tang -
kan rencana pembatasan BBM ber sub-
sidi. Pemerintah berniat mulai me ne -
rapkan kebijakan ini awal Januari 2011
untuk wilayah Jabodetabek dahulu.

Rencana itu tampaknya tak bakal
berjalan mulus lantaran sikap DPR ma -
sih belum solid. Anggota Komisi VII dari
Fraksi PPP, Romahurmuzy, mengatakan,
perbedaan pendapat itu dapat terlihat,
misalnya, dari sikap fraksinya yang se -
tuju pengaturan distribusi BBM bersub-
sidi versus Fraksi PDIP yang condong
kepada penyesuaian harga BBM.

Fraksi PPP menganggap, distribusi
BBM bersubdisi perlu diatur agar sub -
sidi jatuh kepada rakyat yang berhak.
“Kita condong ke pembatasan untuk
semua kendaraan pelat hitam, asal siap
dari empat aspek, yaitu identifikasi,
infrastruktur, sosialisasi, dan antisipasi
manipulasi,” katanya.

Meski terjadi perbedaan pandangan,
Romahurmuzy yakin usulan kebijakan
ini akan diterima DPR dan tak terjadi
deadlock. Hanya saja, dia memperki-
rakan persetujuan yang diberikan DPR
bakal molor paling cepat pekan ketiga
Januari. 

Anggota Komisi VII dari Fraksi Par -
tai Golkar, Satya W Yudha, memiliki pen  -
 dapat yang lain lagi. Dia menilai, opsi
yang ditawarkan peme  rintah bu kan jalan
keluar yang tepat karena tidak menjamin
subsidi BBM jatuh ke tangan rakyat yang
berhak. ■ palupi a auliani ed: budi raharjo

Fernan Rahadi,
Djoko Suceno

Wali Kota Bandung Dada Rosa -
da punya kesan khusus saat
per tama kali berkenalan de -

ngan Cristian Gonzales pada awal 2008.
Saat itu, striker Uruguay tersebut baru
saja bergabung dengan skuat Persib. 

Mantan ketua umum Persib ini meli -
hat kesan santun pada diri pemain itu.
“Orangnya santun dan hormat kepada
siapa pun. Dia memiliki sifat yang sa -
ngat jarang dimiliki pemain sepak bo -
la,” ujar Dada, Ahad (12/12).

Menurut Dada, kemampuan teknik
mengolah bola dan jiwa yang santun
itulah yang menjadi modal utama bagi
Gonzales meniti karier sepak bola di
Indonesia, khususnya di Persib. Ia pun
tak heran bila Gonzales sangat mudah
menjadi warga negara Indonesia mela -
lui program naturalisasi. “Dia memi-
 liki karakter yang hampir mirip dengan
kepribadian bangsa Indonesia.”

Manajer Persib Umuh Muhtar pun
mem peroleh kesan serupa terhadap so -
sok Gonzales. Umuh mengaku sangat
de kat dengan Gonzales dan keluarga -
nya. Ia bahkan sudah menganggap Gon -
zales sebagai keluarga sendiri. “Tak ha -
nya persoalan sepak bola, persoalan pri -
badi dan keluarganya pun sering dia
sam paikan kepada saya,” tutur dia.

Cristian ‘El Loco’ Gonzales kini men -
ja di salah satu pusat perhatian pada Pia -
la AFF 2010. Pemain berusia 34 ta hun
itu mencetak sejarah sebagai pe main 
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Momentum
Kebangkitan
Islam

Oleh Dr A Ilyas Ismail 

hikmah Ada beberapa istilah yang
biasa dipakai untuk arti
kebangkitan Islam, antara

lain, kata al-nahdhah, al-bats,
dan al-shahwah. Dalam beberapa
tulisannya, ulama besar dunia,
Yusuf al-Qardhawi, lebih memilih
kata shahwah, seperti pada
buku al-Shahwah al-Islamiyah wa
Humum al-Wathan al `Arabi dan
buku al-Shawah al-Islamiyah
Bayn al-Jumud wa al-Tatharruf.

Kata shahwah berasal dari
kata shaha, yang secara bahasa
berarti terjaga (al-yaqadhah) dari
tidur. Orang yang terjaga dan
bangkit dari tidurnya dinamai
shaha atau shahwah. Jadi, shah-
wah bermakna Audat al-Wa`yi wa

al-Intibah ba`d Ghaybah (kem-
balinya kesadaran dan daya
ingat setelah lama menghilang).

Umat Islam, kata Qardhawi,
tidak mati, hanya tidur atau diti -
durkan (tunawwam). Tetapi ingat,
tidur itu seperti mati, apalagi bi -
la tidurnya panjang. Tak salah bi -
la ada yang mengatakan tidur itu
mati kecil (al-Mautah al-Shugh -
ra), sedangkan mati adalah tidur
besar (al-Naumah al-Kubra).

Shahwah, bagi Qardhawi, bu -
kan kebangkitan badan, melain -
kan revolusi kesadaran manusia
yang menyeluruh dari dalam
(inside) ke luar (to outside) yang
menimbulkan perubahan sikap
dan perilaku menuju kemajuan

dan kemuliaan. Untuk itu, dalam
shahwah itu, menurut Qardhawi,
harus ada sekurang-sekurangnya
tiga kesadaran.

Pertama, kesadaran intelek  -
tual (shahwat ’aql wa’ilm) yang
mendorong dan mendukung
kemajuan ilmu pengetahuan. Tak
ada kebangkitan tanpa kemajuan
ilmu. Semua pakar sepaham bah   -
wa ilmu adalah kekuatan (know -
ledge is power) dan me rupakan
faktor produksi paling ber harga
(the most valuable factor of pro-
duction). Jadi, kebang kitan Islam
haruslah bermakna pengua saan
umat yang semakin ting gi ter-
hadap ilmu pengetahuan.

Kedua, kesadaran moral dan

spiritual (shahwat qulub wa ma -
sya`ir) yang akan mempertinggi
kemuliaan dan kesalehan manu-
sia, baik kesalehan individual
maupun kesalehan sosial. Dalam
shahwah Islamiyah, tak boleh
dipisah antara kemajuan intelek-
tual dan spiritual. Keduanya
harus dipadukan secara integral
(QS. Ali Imran [3]: 190-191).

Ketiga, kesadaran kerja dan
amal (shahwat ilzam wa `amal)
yang akan mengubah harapan
menjadi kenyataan. Kesadaran
amal ini menjadi pamungkas dari
dua kesadaran sebelumnya yang
akan membawa manusia pada
kemajuan. “Sesungguhnya mere-
ka yang beriman dan beramal

saleh tentulah Kami tidak akan
menyia-nyiakan pahala orang-
orang yang mengerjakan amalan-
Nya dengan baik.” (QS. Al-Kahfi
[18]: 30).

Kebangkitan Islam, kata
Qardhawi, bukan angan-angan,
melainkan sebuah kenyataan.
Ibarat bulan, kini ia seperti bulan
sabit (hilal) yang akan berkem-
bang, insya Allah, menjadi bulan
purnama (al-badzr). Kaum
Muslim, khususnya kalangan
muda Islam, harus mendukung
kebangkitan ini dengan meman-
faatkan, antara lain, setiap per-
gantian tahun baru Islam seba-
gai “momentum kebangkitan
Islam”. Wallahu a`lam. ■

Kejakgung klaim sukses berantas korupsi
Sudah banyak ya jaksa yang ditahan?

Pakar: Sulit menjadi pejuang demokrasi
Kebanyakan sih jadi pahlawan kesiangan

www.republika.co.id

‘Si Gila’ yang Ingin Angkat Harkat Tanah Air 
Idola Baru Sepak Bola Nasional (Bagian 4)
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Adakah peningkatan
anggaran infrastruktur sete-
lah penghematan subsidi
BBM Rp 28 triliun?

Alokasi anggaran itu
wewenang Kementerian
Keuangan. Penerimaan kas
negara dari masing-masing
sektor dikumpulkan kemudian didis-
tribusikan sesuai program. Jadi, kami
tidak bisa trace asal anggarannya.
Tapi, untuk 2011, anggaran infrastruk-
tur yang kami dapat dan sudah dise-
tujui DPR sekitar Rp 28 triliun. Tahun
lalu, sekitar Rp 18 triliun.

Apa fokus program Ditjen Bina
Marga tahun depan? 

Fokusnya pada pemeliharaan jalan

nasional di seluruh
Indonesia. Ada 38 ribu kilo-
meter jalan nasional yang 86
persen di antaranya kon-
disinya sudah mantap. Lalu,
sisanya digunakan untuk per-
baikan badan jalan dan
pemeliharaan rutin di semua
jalan nasional. 

Adakah program untuk
Jabodetabek yang menjadi daerah
awal pembatasan BBM bersubsidi?

Di Jabodetabek, proyek yang men-
colok, misalnya, pada perbaikan ak ses
Tanjung Priok, beberapa ruas di dalam
kota, dan area Bodetabek lainnya.
Sementara, untuk 14 persen yang
belum mantap itu akan direkonstruksi.
Sebaran jalan yang belum mantap ini
di seluruh Indonesia. ■ ed: budi raharjo

Djoko Murjanto, Dirjen Bina Marga 

Itu Wewenang Menteri Keuangan

BANDUNG — Tujuh rumah yang dija-
dikan gereja di kompleks perumahan Bumi
Rancaekek Kencana, Kecamatan Ranca -
ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
disegel. Selain tak memenuhi aturan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), tujuh bangun  -
an itu juga dinilai melanggar Peraturan
Bersama Menteri (PBM) antara Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
9/2006 dan Nomor 8/2006.

Tujuh ‘gereja’ tersebut adalah Gereja Hu -
ria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja
Kristen Indonesia (GKI), Gereja Kemah Injil
Indonesia (GKII), Gereja Kristen Oiku mene
(GKI), dan tiga lainnya adalah Gereja
Pentakosta. Penyegelan terjadi setelah war -
ga perumahan itu bersama massa dari or -
ganisasi masyarakat (ormas) Islam melaku -
kan aksi unjuk rasa menuntut agar tujuh
‘gereja’ itu ditutup, Ahad (12/12). Akhirnya,
Satpol PP Kabupaten Bandung menyegel
tujuh bangunan itu meskipun penghuni
rumah masih boleh tinggal di dalamnya.

Kapolres Kabupaten Bandung, AKBP
Hendro Pandowo, mengakui bangunan-ba -
ngunan yang dibuat tempat ibadah itu
memang tak berizin. Perizinan awalnya

Tujuh ‘Gereja’
Disegel

Breaking News � Dunia Islam � Guru Kreatif � Klinik Syariah
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PEMERINTAH akan menarik
tiga ribu pekerja anak di 13 pro-
vinsi dan 50 kabupaten dan kota
di seluruh Indonesia tahun ini.
Pekerja anak yang ditarik akan
diberikan proses pendampingan
di shelter sebelum dikembalikan
ke dunia pendidikan.

Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar
mengatakan, untuk melakukan
penarikan terhadap pekerja anak,
pemerintah sudah membentuk
Komite Aksi Nasional Pengha-
pusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (KAN-
PBP-TA). Penarikan pekerja
anak ini harus menjadi prioritas
bagi seluruh daerah.

“Pemerintah daerah harus
serius dan mengawasi penarikan
pekerja anak. Program ini meli-
batkan sejumlah sektor dan perlu
partisipasi aktif seluruh masya-
rakat,” ujarnya.

Ditegaskan politisi asal Partai
Kebangkitan bangsa (PKB)
tersebut, pemerintah sudah mem-
punyai komitmen kuat untuk
menghilangkan pekerja anak.
Komitmen ini ditunjukkan de-
ngan telah diratifikasinya kon-

vensi International Labour Organi-
zation (ILO) nomor 183 mengenai
usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja dan konvensi nomor 182
tentang pelarangan dan tindakan
segera penghapusan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak.

“Kedua konvensi ILO sudah
diratifikasi dalam Undang-Undang
Nomor 20/2009 tentang Penge-
sahan Konvensi ILO Nomor 183

Kemenakertrans Tarik
Ribuan Pekerja Anak

PEKERJA ANAK

BURUH anak, demikian yang
lazim sebutan mereka. Tidak ada
yang sempat menikmati kein-
dahan masa kanak-kanak, men-
dapat kesempatan bermain atau
pendidikan dan kehidupan yang
wajar. Mereka harus bekerja
karena menjadi tempat bergan-
tung keluarga.  Namun lagi-lagi
mereka harus merasakan keke-
rasan dalam kehidupan masa
kanak-kanaknya. Pekerja anak
kerap diperlakukan secara tidak
sesuai norma yang ada. Mereka
kerap dijadikan obyek perbuda-
kan, ekploitasi dan kekerasan.

Para pekerja anak menghadapi
berbagai macam perlakuan ke-
jam dan eksploitasi, termasuk
perlakuan kejam secara fisik dan
seksual, pengurungan paksa,
upah tidak dibayar, tidak diberi
makan dan fasilitas kesehatan,
serta jam kerja yang sangat pan-
jang tanpa hari libur.

Pada prinsipnya anak-anak itu
dilarang bekerja. Tetapi apabila

dalam keadaan terpaksa karena
ekonomi dan sosial dari anak itu ti-
dak menguntungkan, anak itu bo-
leh bekerja tetapi tidak boleh me-
nyimpang dari ketentuan dalam UU
yang diatur dalam UU no 13 2003.

Anak diperbolehkan bekerja jika
dalam kondisi ekonomi yang me-
maksa. Syaratnya, si anak memiliki
ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam Undang-Undang No. 13
tahun 2003 tentang Undang-Un-
dang ketenagakerjaan. Dalam UU
disebutkan, usia tidak boleh kurang
dari 13-15 tahun dan hanya boleh
bekerja pada jenis-jenis pekerjaan
ringan yang tidak membahayakan
fisik, mental dan moral anak, sya-
ratnya tidak boleh lebih dari tiga
jam dan harus seizin orang tua. Di
samping itu, anak juga harus tetap
bersekolah.

Namun dalam situasi yang paling
buruk, anak-anak selalu terjebak
dalam situasi kerja paksa atau di-
perdagangkan menjadi pekerja ru-
mah tangga yang kondisinya mirip

dengan perbudakan.
Laporan yang disampaikan ILO

menyebutkan, sekitar 8,4 juta anak
di seluruh dunia terjebak dalam per-
budakan perdagangan, praktek ijon,
pelacuran pornografi dan pekerjaan
terlarang. 1,2 juta di antaranya bah-
kan telah diperdagangkan. Angka
ini belum termasuk 246 juta anak
yang menjadi buruh anak.

Itulah sebabnya ILO sejak awal
telah menetapkan program penang-
gulangan buruh anak sebagai prio-
ritas utama. Pemerintah Indonesia
sendiri sejauh ini lebih bersikap
mendukung sepenuhnya program-
program ILO.

Dari sisi perundangan sudah la-
ma diupayakan perlindungan terha-
dap pekerja anak ini. Sejumlah
Rencana Aksi Nasional atau RAN
telah pula ditetapkan.  Ada tiga ta-
hapan yang dicanangkan dalam
RAN dan masing-masing tahap ber-
langsung selama lima tahun. Lima
tahun pertama yang akan dicapai
adalah, pertama, tumbuhnya ke-

sadaran masyarakat untuk meng-
hapus bentuk-bentuk terburuk
pekerjaan bagi anak. Kedua,
terpetakannya pekerjaan tersebut
dan upaya penghapusannya.
Ketiga, terlaksananya program
penghapusan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak,
seperti; pekerjaan di lepas pantai
penyelaman air dalam, pekerja
anak yang diperdagangkan un-
tuk pelacuran, pekerja anak di
pertambangan industri alas kaki,
industri serta peredaran nar-
kotika dan NAZA.

Permasalahan yang kini diha-
dapi oleh pemerintah yakni, pro-
ses menarik mereka para pekerja
anak dari lingkungan kerja yang
tidak sesuai dengan ketentuan
undang-undang. Karena, justru
mendapat perlawanan dari para
orang tua anak. Akibatnya, pro-
ses penyelamatan anak pekerja
terbentur pada sisi ekonomi yang
dihadapi oleh para orang tua pe-
kerja anak.  ADV

dan Undang-Undang Nomor 1/
2000 tentang Pengesahan Konvensi
ILO Nomor 182. Substansi teknis
kedua konvensi juga ada di Un-
dang-Undang Nomor 13/2003 ten-
tang Ketenagakerjaan,” jelasnya.

KAN-PBPTA, sambungnya, me-
rupakan program terkait waktu
yang dibagi dalam tiga tahapan dan
dilaksanakan dalam kurun waktu 20
tahun. Selain itu, pemerintah pun
melakukan program kerjasama de-
ngan ILO-IPEC dan Program Zona
Bebas Pekerja Anak (ZAPA) yang

telah dilakukan pencegahan agar
anak tidak bekerja pada BPTA
sebanyak 12.251 orang dan
melakukan penarikan Pekerja
anak dari BPTA sebanyak 1.247
orang.

“Pada tahun 2008 lalu, peme-
rintah sudah melakukan program
pengurangan pekerja anak mela-
lui program keluarga harapan
(PKH). Dengan program ini su-
dah sebanyak 4..853 orang pe-
kerja anak berhasil ditarik,” tan-
dasnya.

Muhaimin mengatakan bahwa
orang tua yang mempekerjakan
atau mengeksploitasi anak bisa
diancam hukuman penjara. Para
pelanggar bisa dijerat Undang-
Undang Ketenagakerjaan dan
UU tentang Ratifikasi Konvensi
ILO pada pekerjaan terburuk
untuk anak atau UU Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

“Saya sekarang menyatakan
warning kepada perusahaan dan
orangtua yang memperkerjakan
anak. Itu warning yang tegas, ka-
mi peringatkan sekali, lalu siapa
saja yang melanggar akan segera
ditindak sesuai hukum yang
berlaku,” pungkasnya.  ADV

Seorang anak mengenakan
seragam sekolah sedang

berjualan koran.

Bekerja Demi Ekonomi Keluarga

Indah Wulandari

MK takkan cabut
laporan mereka. 

JAKARTA — Komisi
Pem berantasan Korupsi
(KPK) akan menjadikan pe -
laporan dugaan percobaan
suap hakim Mahkamah
Kon stitusi (MK) sebagai pri-
oritas. KPK segera mengka-
ji untuk memutuskan apa -
kah pelaporan tersebut bisa
naik penyelidikan atau ti -
dak. 

“Laporan ini jadi priori -
tas untuk segera kita laku -
kan pengkajian agar jelas ke
masyarakat karena ini men -
dapatkan perhatian,” kata
Wakil Ketua KPK Bidang
Pencegahan, M Jasin, Ahad
(12/12).

Setelah menerima pela -
poran, Direktur Pusat Infor -
masi dan Pengaduan Masya -
rakat (PIPM) KPK akan me -
la kukan kajian dan pe -
nelitian. Dari hasil kajian
nanti, imbuh Jasin, KPK
akan menentukan apakah
laporan kasusnya nanti bisa
naik penyelidikan atau ti -
dak, termasuk juga penen -
tuan jenis kasusnya tergo -
long percobaan penyuapan
ataukah kasus pidana lain -
nya.

Meski laporan menjadi
prioritas untuk diproses,
kata dia, mekanisme peme -
rik saan yang ditempuh sa -
ma dengan pelaporan lain -
nya. “Setelah laporan dipro -
ses PIPM, dikaji tim, lalu
hasilnya akan dilaporkan ke
pimpinan,” jelas Jasin. 

Sebelum memproses le -
bih lanjut, lanjut Jasin, KPK
juga akan menunggu temu -
an lain yang belum dilapor -
kan oleh MK. Apalagi tim
in vestigasi independen MK
belum sempat menanyakan
JR Saragih karena pada
wak tu itu dia di Batam.

Sementara itu, terkait de -
ngan masukan sejumlah pi -
hak yang menyarankan agar
persoalan ini dibawa ke
ranah hukum, hakim MK
Akil Mochtar, mengatakan,
tidak akan mencabut lapor -
an mereka ke KPK. Akil
ber  alasan, pelaporan terse -
but dimaksudkan untuk
men jaga nama baik MK.

“Sebagai orang yang di -
sebut, saya tak pernah mela -
kukan yang dituduhkan.
Ka rena tuduhannya ber -
kait an dengan tindak pi -
dana korupsi, direkomen -
dasi kan tim untuk diberikan
pada lembaga yang berkom -
peten, yakni KPK,” papar
mantan anggota Fraksi Gol -
kar DPR itu ketika menjadi
pembicara pada diskusi
‘Men jaga Lembaga Per -
adilan dari Mafia Hukum’,
Ahad (12/12).

Berdasarkan komitmen
kesembilan hakim MK, jelas
Akil, hasil tersebut pun dite -
ruskan ke KPK. Akil me -
nga takan, pihaknya tidak
mau konfrontatif, pihak MK
menindaklanjuti temuan
dan rekomendasi tim setelah
memeriksa Refly Harun, ter -
masuk dua orang lainnya
serta saran untuk memben -
tuk whistle blower system di
MK. 

Menurut Akil, laporan
me reka ke KPK bukan un -

tuk membela hakim, me -
lain kan  menjaga nama baik
lembaga konstitusi. “Saya
yakin MK masih bersih ka -
rena sistem yang dibangun
peradilan cepat, tanpa bia -
ya, dan pemerintah mampu
membiayai,” kata dia.

Panitera MK
Terkait dengan laporan

panitera MK, Makhfud, yang
juga berhubungan de ngan
laporan tim investigasi MK,
yang menyebutkan Makh fud
menerima uang suap dari
calon bupati Beng kulu, Dir -
wan Mahmud, sebesar Rp 58
juta, Akil mengatakan, pi -
hak nya akan membentuk tim
internal, pada Senin (13/12).
“Kalau ada unsur pi dana
tentu diteruskan KPK. Prob -
lemnya ternyata pegawai
mengadu juga ke KPK.”

Panitera Pengganti MK,
Makhfud, pekan lalu, me -
min ta KPK menginvestigasi
kasus suap Dirwan. Melalui
pengacaranya, Andi M As -
run, Makhfud melaporkan
gratifikasi yang diterima -
nya. Sebagai penguat lapor -
an, Makhfud memba wa
bukti transfer pengembalian
uang gratifikasi. Laporan
Makhfud dan pengacaranya
ke KPK ini untuk menyikapi
hasil laporan tim investigasi
dugaan makelar di MK yang
diketuai oleh Refly Harun.  

Pihak Makhfud meng a -
kui memang menerima uang
itu, tapi nilainya hanya Rp
35 juta. Makhfud memban -
tah uang itu adalah suap
agar perkara uji materiil
yang diajukan Dirwan bisa
di kabulkan oleh MK.

■ ed: joko sadewo

MEDAN — Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Sumatra Uta -
ra (Sumut) dalam waktu de -
kat ini akan segera me mang -
gil mantan bendahara Peme -
rintah Kabupaten Langkat,
Buyung Ritonga, ter sangka
kasus dugaan pe nyalahgu -
naan keuangan di daerah itu
senilai Rp 102 miliar.

“Kita akan panggil dan
periksa lagi tersangka man -
tan bendahara itu,” kata
Asis  ten Pidana Khusus (As -
pid sus) Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Sumut, Erbindo Sa -
ra gih, di Medan, Sabtu
(11/12), ketika ditanya me -
nge nai perkembangan peng -
usutan kasus pejabat di ka -
bupaten itu.

Buyung Ritonga dite -

tapkan sebagai tersangka
ka sus penyalahgunaan dana
APBD 2002-2007 senilai Rp
102 miliar sejak April 2010.
Ia dijerat pasal 2 dan 3 Un -
dang-Undang Pem beran -
tasan Tindak Pidana Ko -
rupsi karena membantu me -
ngeluarkan anggaran senilai
Rp 102 miliar atas perse -
tujuan Syamsul Arifin yang
saat itu menjabat sebagai
Bupati Langkat. 

Erbindo mengatakan, da -
lam penanganan dugaan pe -
nyelewengan keuangan yang
merugikan Anggaran Pen -
dapatan dan Belanja daerah
(APBD) tersebut, Kejati Su -
mut tetap serius dan kasus
ini akan secepatnya diproses
se cara hukum.

Dalam pengusutan kasus
dugaan korupsi itu, dia me -
nyatakan Kejati Sumut
tidak akan pilih kasih. “Se -
tiap pelaku, apakah itu ok -
num pejabat atau pega wai
rendahan, yang terbukti ter -
libat dalam kasus korupsi
te tap ditindaklanjuti dan ti -
dak akan didiamkan.”

Ia mengatakan, penyidik -
an terhadap kasus Buyung
Ri tonga akan terus dilanjut-
kan. Kejati Sumut saat ini
terus bekerja merampung -
kan berkas tersebut.

Ketika ditanya kapan
dilakukan penahanan ter -
hadap tersangka, Erbindo
me ngatakan, tinggal me -
nunggu waktu saja. Pena -
hanan terhadap mantan

ben dahara Pemkab Langkat
secepatnya akan dilakukan.
“Kalau pimpinan meme -
rintahkan dilakukan pena -
han an, kita langsung melak -
sanakannya,” kata Erbindo.

Sebelumnya, Komisi Pem  -
berantasan Korupsi (KPK)
menahan Gubernur Sumatra
Utara, Syamsul Ari fin, ter -
kait dugaan korupsi APBD
sewaktu menjabat sebagai
Bupati Langkat. Syamsul di -
duga melakukan penyele -
weng an dana APBD Langkat
yang diduga merugikan ne -
gara sebesar Rp 31 miliar.

Ia telah mengembalikan
uang ke kas kabupaten Rp
62 miliar dari dugaan ko -
rupsi senilai Rp 102,7 miliar. 

■ antara, ed: burhanuddin bella

JAKARTA — Anggota
Komisi III DPR, Nasir Dja -
mil, meminta Jaksa Agung
Basrief Arief bersikap tegas
dalam menyelesaikan ka -
sus-kasus besar yang men -
da pat sorotan masyarakat.
Dikhawatirkan, kasus ini
akan diambangkan.

Kasus yang diamati pu -
blik, menurut Nasir, di an -
taranya dugaan skandal
Century dan Sistem Admi -
nistrasi Badan Hukum (Sis -
minbakum).

“Saya optimis tis Pak
Basrief adalah orang baik
dan memiliki kemauan me -
nyelesaikan dua kasus ini,”
kata Nasir, Ahad (12/12).
Namun, kata Nasir, hal yang
akan menjadi ma salah ada -
lah seberapa kuat Basrief
bisa menyelesaikan kasus
yang berkaitan dengan ke -
kuasaan. 

Dalam kasus Century,

Na sir meminta agar per -
soalan pengembalian aset-
aset Century yang dibawa
ke lur negeri harus bisa se -
gera dikembalikan. “Bagai -
mana nasib aset yang dila -
rikan ke luar negeri?’’ ung -
kapnya.

Begitu juga dalam kasus
sisminbakum. Kasus ini
harus segera diselesaikan
karena menyangkut banyak
pihak. “Jangan terkesan
me nutupi seseorang, tetapi
ada pihak lain yang di pro -
ses. Semuanya harus clear.
Jangan diambangkan,’’ kata
po litikus PKS tersebut.

Nasir mengatakan, dalam
jawaban tertulis Jaksa
Agung yang disampaikan
pada rapat kerja dengan
Komisi III DPR, di antara -
nya menyebutkan, berkas
dua tersangka kasus sismin -
bakum telah selesai dan se -
gera akan dilimpahkan ke

pengadilan. 
“Jaksa agar memberikan

penjelasan lebih dalam ter -
kait perkembangan penyi -
dik an kasus Sisminbakum
sehingga tidak ada kesan
ditutup-tutupi. Jika berkas
perkaranya sudah selesai,
kapan kan dilimpahkan,”
kata Nasir seperti dikutip
Antara.

Sebelumnya, Jaksa
Agung Basrief Arief menje -
laskan, bekas perkara ter -
sangka kasus Sisminbakum
kemungkinan akan dilim -
pahkan ke pengadilan pada
pertengahan Desember 2010
karena masih memerlukan
beberapa perbaikan. “Nanti
akan saya tanyakan lagi
agar berkas perkara terse -
but bisa selesai pada per -
tengahan Desember ini. Ma -
sih ada hal yang perlu di -
perbaiki,’’ kata dia.

■ ed: joko sadewo

ZERO COMPLAINT
Seorang Polwan menjelaskan prosedur membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Metro Tangerang, Banten, Sabtu (11/12).
Saat ini kepolisian terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada publik dengan membuat program ‘Gebyar Layanan Prima’, yang
dimaksudkan untuk mewujudkan zero complaint.

SAMPEL DARAH
Sejumlah petugas dari Polda Jateng usai melakukan pengambilan sampel darah keluarga tersangka
teroris Abu Tholut, di Desa Bae, Kudus, Jateng, Sabtu (11/12). Abu Tholut  ditangkap Jumat (10/12)
oleh Densus 88.

KPK Prioritaskan
Laporan MK

DPR Minta Kejakgung
Selesaikan Kasus-kasus Besar 

LUCKY R/ANTARA

Kejati Segera Panggil Mantan Pejabat Langkat

WIHDAN HIDAYAT/ANTARA
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Lukman Edy Diisukan
Menyeberang ke PKNU
SURABAYA — Partai Ke  -

bangkitan Nasional Ula ma
(PKNU) menggelar muk  -
tamar perdananya pada 12-
14 Desember 2010. Muk -
tamar unik yang digelar di
atas kapal motor penum  pang
Lambelu itu salah satu agen-
danya adalah memilih ketua
umum PKNU. Ber edar ka -
bar salah satu kandidat kuat
ketum PKNU ada lah poli-
tikus Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Lukman Edy.

Ketua Umum DPP
PKNU Choirul Anam men-
jelaskan, masuknya Luk  -
man Edy ke PKNU masih
berupa isu. Lukman sendiri
oleh Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar telah
diberikan surat peringatan
hingga tiga kali oleh DPP
PKB karena dinilai tidak
aktif lebih dari setahun.
Bah kan, posisi Lukman se -
bagai sekjen PKB akan di -
gan tikan dengan orang lain.

Disebut-sebut ada ke -

lompok dalam PKNU yang
ingin mengajukan Lukman
Edy, sekjen PKB yang aktif
me nyuarakan islah PKB
Ancol, PKB Parung, dan
PKNU, sebagai calon ketua
umum PKNU. “Itu masih isu.
Ja wabannya nanti se telah
muktamar saja,” kata Gus
Anam yang juga man tan
ketua DPD PKB Jawa Timur.

Anam sendiri menyata -
kan tidak akan menca lon -
kan diri untuk memimpin
partai itu lagi dalam muk-
tamar perdana yang digelar
pada 12-14 Desember 2010.
“Saya tidak akan men ca -
lonkan lagi. Silakan saja ka -
lau ada yang berminat men -
jadi ketua umum,” kata
Anam di kantor PKNU Ja -
wa Timur di Surabaya,
Ahad (12/12). Hingga berita
ini ditulis, Lukman belum
bisa dikonfirmasi. Telepon
genggam mantan Menteri
Pembangunan Desa Ter -
tinggal tersebut tidak aktif

saat dihubungi
Muktamar I PKNU di jad -

walkan dibuka Guber nur
Jawa Timur Soekarwo di
Pondok Pesantren Syaic hona
Cholil, Bangkalan, Ma   dura
pada Ahad siang. Sedang -
kan, persidangan muktamar
akan digelar di atas kapal
motor pe num pang (KMP)
Lambelu milik PT Pelni pada
13-14 De sember dalam pela-
yaran dari Pelabuhan Tan -
jung Pe rak, Surabaya me -
nuju Pe labuhan Tanjung
Priok, Jakarta.

Terkait agenda muktamar,
Anam menyatakan akan le -
bih ditekankan pada langkah
yang hendak di ambil partai
itu ke depan, terutama ter -
kait persiapan menghadapi
Pemilu 2014, khususnya me -
nyangkut am bang batas pen-
empatan wa kil rakyat di par-
lemen (parliamentary thresh-
old). “Itu tantangan PKNU
ke de pan,” kata Anam.  

� antara ed: andri saubani

EH Ismail

Sumbangan ke
parpol maksimal
Rp 7,5 miliar.

JAKARTA—Komisi II
DPR dan pemerintah selesai
membahas Rancangan Un -
dang-Undang Partai Politik
(RUU Parpol) guna merevisi
UU Nomor 2 Tahun 2008
ten tang Partai Politik. Pe -
merintah dan Komisi II akan
memulai pembahasan ting -
kat kesatu di gedung DPR,
Senin (13/12).

Dalam RUU Parpol yang
terakhir dibahas di Hotel
Sa hid, Jakarta, Sabtu
(11/12), ada sejumlah per -
ubahan menyangkut per-
syaratan pendirian, perse-
baran, penggunaan keuang -
an, dana sumbangan, serta
mekanisme penyelesaian
konflik internal parpol.

Ketua Komisi II DPR,
Chaeruman Harahap, men-

jelaskan, perubahan pasal-
pasal RUU Parpol sudah
melalui pembahasan, perde-
batan, dan diskusi yang alot
antara pemerintah dan DPR.
“Sampai akhirnya bisa di -
katakan semua menyetujui
perubahan sejumlah ke ten  -
tuan ini,” ujar Chae rum an
melalui sambungan tele pon
kepada Republika, Ahad

(12/12).
Chaeruman melanjutkan,

RUU Parpol tidak lagi men-
syaratkan kewajiban ada -
nya dana awal tertentu un -
tuk mendirikan sebuah par -
pol di Indonesia. 

Hanya saja, lanjut Chae -
rum an, parpol masih wajib
membuat rekening bank gu -
na menjaga aspek trans -

paransi dan akuntabilitas
pub lik. “Kita tak ingin par -
pol identik dengan uang.”

Wa kil Ketua Komisi II
DPR Gan jar Pranowo me -
nam  bah kan, perubahan pa -
sal-pasal UU Parpol secara
umum bisa dikategorikan ke
dalam empat kelompok, ya -
itu persyaratan pendirian
parpol, ketentuan sebaran

parpol, penggunaan keuang -
an parpol, dan penyelesaian
konflik internal parpol.

Untuk pendirian parpol,
Ganjar menerangkan, syarat
mendirikan parpol minimal
30 orang di tiap-tiap provin-
si yang ada di Indonesia.
Da lam UU  No Tahun 2008,
pem bentukan parpol bisa
diwakili hanya dengan 50
orang tanpa memerhatikan
keberadaan pendiri di se -
luruh provinsi. 

“Sehingga orang yang
akan mendirikan par pol
sudah mencerminkan keter-
wakilan di semua pro vinsi,”
imbuh Ganjar.

Terkait keuangan parpol,
Ganjar melanjutkan, RUU
Parpol mengubah batasan
maksimal dana sumbangan
dari pihak perusahaan atau
badan usaha dari Rp 4 mi -
liar menjadi Rp 7,5 miliar. 

“Sedangkan, sumbangan
dari individu bukan anggota
parpol tetap maksimal Rp 1
miliar,” tambah Ganjar.

� ed andri saubani

Sri Sultan
Diminta Bersabda 
Yulianingsih

YOGYAKARTA –– Sri
Sul tan Hamengku Bowono
X diminta bersabda oleh
warganya terkait polemik
status keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sabda Sultan diharapkan
dapat memberi petunjuk
warga Yogyakarta atas si -
kap dan kehendak rajanya. 

“Kami menunggu-nung -
gu agar Sinuwun Ngarso
Da    lem memberikan sikap
dengan berbicara terbuka
sebagai Raja Ngayogyakarta
Hadiningrat, agar rakyat-
nya mengetahui maksud
dan kehendak rajanya,” ka -
ta Ketua Paguyuban Lurah
se-Kabupaten Gunung Ki -
dul, DIY, Semar Mas Nga -
behi Suparno Citro Pangar -
so, seperti dikutip Antara,
Ahad (12/12).

Suparno sendiri hingga
kini tidak mengetahui
menga pa Sri Sultan Ha -
meng ku Buwono X tak kun -
jung mengeluarkan sabda
dan perintah bagi rakyat-
nya. Menurut Suparno, si -
kap dan kehendak raja sa -
ngat penting agar rakyat
Yog yakarta tidak bingung.
Suparno meminta Sultan
bersikap tegas demi masa
depan DIY.

Suparno menjelaskan,
pa   guyuban yang dipimpin-
nya sejalan dengan pagu -
yuban kepala desa (kades)
se-DIY yang tergabung da -
lam Ismaya. Paguyuban ini
memperjuangkan keistime-
waan DIY, yakni penetapan
Sultan Hamengku Buwono
X dan Paku Alam IX se -
bagai kepala daerah. “Ge -
jolak yang mulai dirasakan
masyarakat Nagari Ngayog -
djakarta saat ini harus se -
gera disikapi Sultan Ha -
mengku Buwono X dan
Paku Alam IX dengan ber -
sabda,” kata Suparno.

Sementara itu, Sekretaris
Jenderal Parade Nusantara,
Heri Kriswanto, mengata -
kan, jika pemerintah pusat
masih memaksakan kehen-
dak melakukan pemilihan,
bukan penetapan gubernur
dan wakil gubernur DIY,
Parade Nusantara siap men-
dukung referendum. “Kami
siap mendukung referen-
dum untuk keistimewaan
DIY dengan Sultan dan Pa -
ku Alam sebagai pasangan
kepala daerah jika RUUK
DIY memutuskan tetap pe -
milihan,” tambah Heri.

Wali Kota Yogyakarta,
Her   ry Zudianto, kemarin
me ngibarkan bendera me rah
putih setengah tiang di ru -
mahnya di Jalan Golo,
Yogyakarta sebagai simbol
ekspresi kekecewaannya atas
polemik Rancangan Un  -
dang-Undang Keisti mewaan
(RUUK) DIY. Herry beren-
cana mengibarkan ben  dera
setengah tiang ter  sebut se -
pekan ke depan. Selain men-
gibarkan ben dera setengah
tiang, Herry sempat memba-
cakan puisi yang dibuatnya
dengan judul “Jangan Lukai
Merah Putih”. 

Dijadwalkan, hari ini
(13/12), DPRD DIY akan
menggelar sidang paripur-
na terbuka. Agenda sidang -
nya adalah penetapan Sul -
tan Hamengku Buwono X
dan Paku Alam IX sebagai
gubernur dan wakil guber-
nur DIY. Rencananya, si -
dang paripurna terbuka ter -
sebut akan dilaksanakan
mu lai pukul 12.00 WIB, se -
mentara pengumpulan mas -
sa dilaksanakan di Alun-
alun Utara Yogyakarta mu -
lai pukul 11.00 WIB. Massa
akan melakukan aksi damai
lewat arak-arakan dari
Alun-alun menuju kantor
DPRD-DIY . Jalan Maliobo -
ro rencananya akan ditutup
sejak pagi hingga siang hari. 

� ed: andri saubani

KORBAN 40 ribu
JIWA 

Seorang veteran melin-
tas di dekat Monumen

Korban 40 ribu jiwa
usai mengikuti upacara
mengenang pembantai -

an 40 ribu jiwa ke-64
di Makassar, Sabtu

(11/12). Pembantaian
40 ribu jiwa rakyat

Indonesia tersebut ter-
jadi pada tahun 1946

yang dilakukan
pasukan sekutu yang

dipimpin Raymond Paul
Pire Westerling.

RUU Parpol Disinkronisasi

TANK AMFIBI
Sebuah tank Amfibi BMP-3F Marines Fighting Vehicles buatan Rusia, berada di tengah laut sebelum
melakukan pendaratan, di Puslatpur Korps Marinir, Pantai Banongan, Situbondo, Sabtu (11/12).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Latihan Persenjataan Terpadu (Latsendu) Marinir, sekali-
gus uji coba tank Amfibi BMP-3F Marines Fighting Vehicles buatan Rusia.

ERIC IRENG/ANTARA

YUSRAN UCCANG/ANTARA

� Minimal 30 orang dari tiap-tiap provinsi yang ada

bisa mendirikan parpol.

� Kepengurusan cabang 100 persen di tingkat

provinsi, 75 persen kabupaten/kota di tiap

provinsi, dan 50 persen kecamatan di tiap

kabupaten/kota.

� Batasan maksimal dana sumbangan dari

perusahaan atau badan usaha Rp 4 miliar.

� Kantor tetap parpol hanya di tingkat pusat.

� Penyelesaian perselisihan internal melalui

mahkamah parpol yang bekerja paling lama 60

hari dengan keputusan final. Penyelesaian

selanjutnya melalui pengadilan.

� Minimal 50 orang bisa mendirikan parpol.

� Kepengurusan cabang minimal ada di 60 persen

total provinsi, 50 persen kabupaten/kota di tiap

provinsi, dan 25 persen kecamatan di tiap

kabupaten/kota.

� Batasan maksimal dana sumbangan dari

perusahaan atau badan usaha Rp 7,5 miliar.

� Kantor tetap parpol dari tingkat pusat, provinsi,

sampai kabupaten/kota.

� Penyelesaian perselisihan konflik internal melalui

musyawarah mufakat. Penyelesaian di luar

pengadilan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau

arbitrase.
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